
 

 

 

 

RISALAH  RESMI 
 
Tahun : 2019 
Jenis Rapat : Rapat Paripurna 
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari / Tanggal : Jum,at 29 Maret 2019 
Pukul : 09.00 Wib  s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo 
Pimpinan Rapat : Ria Mayangsari, SH, MH/ Ketua DPRD 
Acara                        : Rapat Raripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar 

Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati 
Bungo Tahun Anggaran 2018.  secara Resmi  dibuka dan terbuka 
untuk umum. 

Sekretaris Rapat : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD 
Hadir : A. 26 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian: 

1. Fraksi Demokrat 
5  dari 6 orang Anggota 

2. Fraksi Golkar 
5  dari 5 orang Anggota 

3 Fraksi Hati Nurani 
3 dari 4 orang Anggota 

4. Fraksi PDI-Perjuangan 
3 dari 4 orang Anggota 

5. Fraksi PAN 
2 dari  3 orang Anggota 

6. Fraksi Gerinda 
2 dari  3 orang Anggota 

7. Fraksi PKS 
2 dari 3 orang Anggota 

  8.  Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa 
      2 dari 4 orang Anggota 

                                             9.  Fraksi Bintang Pembangunan 
                                                  2 dari 3 orang Anggota 
 

B. Sekretariat DPRD : 
1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU 
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan 
3. M. Marhabi, S. Sos / Fasilitasi Penganggaran 
4. Irayana, SH/ Kasubbag persidangan dan Risalah 
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Turut Hadir             :1.  Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat. 

2. Wakil Bupati Bungo 
3. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo; 

4. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara 
Bungo; 

5. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan 

Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; 

6. Para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD/BUMN dalam 

Kabupaten Bungo; 

7. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo; 

8. Para Tenaga Ahli Fraksi DPRD, wartawan serta hadirin yang 

berbahagia. 

 
Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD 
Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia 

Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk 
kembali. 

  Rapat hari ini dipimpin oleh  Ketua DPRD Kabupaten Bungo. 
  Kepada Ibu Ria Mayangsari, SH, MH disilahkan dengan segala 

hormat; 
Pimpinan Rapat : Ria Mayangsari, SH, MH /  Ketua DPRD Kab. Bungo 
  (Rapat di buka pukul 09.30 Wib) 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi Kita semua. 

Sebelum Rapat Paripurna hari ini Saya buka diminta kepada Sekretaris 
Dewan untuk membacakan Daftar hadir Anggota Dewan. Kepada Saudari 
Sekwan dipersilahkan. 

......Sekwan Membacakan Daftar Hadir…… 

Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar 
hadir Anggota DPRD. 

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah 
Anggota Dewan 35 orang, yang hadir secara fisik dan telah menandatangani 
daftar hadir berjumlah 26 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna tentang 
LKPJ, berlaku ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD 
Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2018, yaitu dihadiri oleh lebih dari ½ 
(setengah) jumlah anggota. Dengan demikian quorum telah tercapai dan 
rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan. 

Dengan mengucapkan “BISMILLAHIRRAMAN-NIRROHIM” Rapat 
Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban (LKPJ) Bupati Bungo Tahun Anggaran 2018 secara resmi dibuka 
dan terbuka untuk umum. 

                        -------------Ketukan Palu 3x---------------- 
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- Yth. Wakil Bupati Bungo; 

- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat; 

- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo; 

- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara 

Bungo; 

- Yth. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan 

Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; 

- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD/BUMN dalam 

Kabupaten Bungo; 

- Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo; 

- Para Tenaga Ahli Fraksi DPRD, wartawan serta hadirin yang berbahagia. 

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan 

kesehatan dan kesempatan, untuk hadir bersama di ruangan ini, melaksanakan 

Rapat Paripurna Tingkat Pertama dengan agenda Penyampaian Nota 

Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bungo 

Tahun Anggaran 2018. 

Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan Nabi 

Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar. 

Sdr. Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang 

berbahagia… 

Dapat kami sampaikan bahwa paripurna DPRD tentang LKPJ ini adalah 

menindaklanjuti :  

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bungo tanggal 

04 Maret 2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Jadwal Paripurna 

dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bungo Tahun Anggaran 2018. 

2. surat Bupati Bungo nomor: 050/05.66/II.2/Bappeda tanggal 18 Maret 

2019 perihal Penyampaian Buku LKPJ Bupati Bungo Tahun 2018.   

3. Hasil rapat pimpinan DPRD Kabupaten Bungo tanggal 25 Maret 2019 

menetapkan jadwal Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2018.   

Bahwa LKPJ Bupati merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan: “Kepala Daerah wajib menyampaikan 
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan 

pertanggung-jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah”. 
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Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 pasal 19 

ayat (2) yang menyatakan Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna yang dilakukan 

1 (satu) kali dalam satu tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 20 ayat (1) yang 

menyatakan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah LKPJ diterima, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan 

memperhatikan  

a. Capaian kinerja program dan kegiatan; dan 

b. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. 

Ayat (2) nya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPJ 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

memberikan rekomendasi sebagai bahan : 

a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; 

b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan 

c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau 

kebijakan strategis kepala daerah. 

Atas dasar amanat Peraturan perundang-u  ndangan tersebut maka secara 

normatif LKPJ memiliki arti penting bagi penyelengaraan Pemerintah Daerah. 

Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan efisien, efektifitas, produktifitas dan 

akuntabilitas penyelengaraan Pemerintah Daerah melalui fungsi pengawasan 

DPRD. 

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat… 

LKPJ Tahun Anggaran 2018 penting untuk dicermati oleh kita sebagai 
Anggota DPRD dalam kapasitasnya sebagai representasi seluruh masyarakat 
Bungo, karena di dalam LKPJ dimuat berbagai informasi penyelenggaraan 
pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2018. Artinya dari laporan ini 
nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau indikator keberhasilan 
dan kekurangan Bupati dan jajarannya. 

Dari beberapa hal di atas, tidaklah berlebihan jika Saya mengajak 

Anggota DPRD serta masyarakat Bungo untuk memberikan apresiasi 

manakala terdapat keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya jika 

terdapat kekurangan dalam penyelenggaran pemerintah daerah, kita tidak 

segan untuk mengkritisi secara positif dan berupaya mencari solusi bersama-

sama, tentu saja itu semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Bungo disegala bidang. 

Untuk itulah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terhadap LKPJ yang disampaikan kepada 

DPRD, yang nantinya akan kita bahas untuk kemudian diberikan rekomendasi 

berupa catatan strategis yang bersifat saran, masukan, dan/atau koreksi sebagai 
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upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan 

dan pelayanan masyarakat. 

  Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat… 

Selanjutnya marilah kita dengar dan cermati bersama Kata Pengantar 

Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bungo Tahun Anggaran 

2018 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Bungo, kepada Saudara                      

H. Syafrudin Dwi Apriyanto, S. Pd dipersilahkan. 

Wakil Bupati Bungo:    H. Syafrudin Dwi Apriyanto, S. Pd  
Assalamu'alaikum  Wr. Wb  

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang Terhormat: 

- Sdr. Pimpinan, dan Para Anggota DPRD Kabupaten Bungo;  

- Rekan-rekan Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan    Ketua 
Pengadilan Agama Muara Bungo;  

- Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo; 

- Ketua  Tim  Penggerak  PKK,  Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita 
Persatuan Kabupaten Bungo; 

- Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua 
MUI, dan Para Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo; 

- Para Camat, Lurah dan hadirin yang berbahagia. Nan kecik idak kami 
sebut namonyo, nan gedang idak pulo kami panggil gelanyo. 
 
Sebagai insan  yang beriman dan bertaqwa, marilah kita memanjatkan 

puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan 

kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang terhormat ini, dengan agenda 

penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung 

Jawaban (LKPJ) Bupati Bungo Tahun Anggaran 2018. 

Shalawat serta salam, kita sampaikan kepada Junjungan kita, Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa 

menjadi suri tauladan bagi segenap umatnya hingga akhir zaman. 

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang 
berbahagia, 

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang- Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Secara substantif, penyampaian LKPJ Bupati BungoTahun Anggaran 

2018 kepada DPRD ini sekaligus merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembangunan tahunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2018. Pelaksanaan pembangunan 
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di tahun 2018 secara umum sudah berjalan sesuai alur dalam dokumen 

perencanaan yang disusun. Namun demikian, masih kita temui kendala dan 

permasalahan. Berkat kerjasama yang baik antara Pihak Legislatif dan 

Pemerintah Daerah, kendala dan permasalahan tersebut dapat kita selesaikan. 

Hubungan baik ini perlu kita pertahankan agar dapat memberikan pelayanan 

yang lebih baik lagi kepada masyarakat. 

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang 
berbahagia, 

Dapat disampaikan bahwa APBD Tahun Anggaran 2018 telah 
terlaksana sesuai ketentuan dan tertib anggaran. Pada sisi pengeluaran, 
berdasarkan data sebelum dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), tercatat realisasi belanja sebesar Rp. 1,30 Triliun dari 
rencana belanja sebesar Rp. 1,42 Triliun atau terealisasi sebesar 91,55 
persen, Untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 678,03 Milyar  dan 
terealisasi sebesar Rp. 601,41 Milyar atau 88,70 Langsung dianggarkan 
sebesar Rp. 744,38 Milyar, terealisasi sebesar Rp. 699,32 Milyar atau Pada 
sisi pendapatan terealisasi pendapatan terealisasi Rp.1,26 Triliun dari target 
sebesar Rp. 1,32 Triliun atau mencapai 95,45 persen. Pendapatan tersebut 
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 133,85 Milyar, dari 
target 134,36 Milyar. Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 917,47 
Milyar dari target Rp. 954,91 Milyar. Sedangkan Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 210,43 Milyar dari target 229,11 
Milyar . Selanjutnya, bila dilihat dari indikator kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bungo, secara umum menunjukkan peningkatan yang cukup 
berarti, jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo adalah 
sebesar 5,67 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 5,20 persen. Kondisi ini lebih tinggi 
dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 
mencapai 5,17 persen  

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin 
yang berbahagia, 

Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu pendorong dalam 
meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bungo. Peluang 
investasi dan pemasaran bagi potensi atau produksi daerah Kabupaten Bungo 
akan semakin terbuka, khususnya di sektor perdagangan dan jasa, dengan 
kondisi jalan dan akses transportasi udara yang semakin baik, Sampai dengan 
saat ini,tercatat panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bungo adalah 
sebesar 58,33 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 56,75 persen. Guna mencapai 
outcome pembangunan infrastruktur yang ideal, tentulah tidak semudah 
membalikkan telapak tangan, dibutuhkan investasi dan sumberdaya yang 
cukup besar. Selain itu, meningkatnya volume kendaraan, tonase muatan yang 
melebihi ambang batas, serta kurang disiplinnya pengguna jalan, masih 
menjadi penyebab utama kerusakan sebagian besar jalan di Kabupaten Bungo. 
Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka mempermudah akses 
jangkauan antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Bungo, telah melakukan 
pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 
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Selanjutnya,dalam rangka meningkat kebersihan,keindahan dan kenyamanan 
lingkungan, telah dilakukan penataan lingkungan di wilayah perkotaan. 
Adapun penataan yang telah dilaksanakan adalah berupa penataan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH), pelebaran jalan utama, pemasangan dan pemeliharaan 
lampu di jalan strategis dalam Kabupaten Bungo. 

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang 
berbahagia, 

Prioritas pembangunan lainnya, yang juga sangat penting adalah 
pembangunan sumberdaya manusia, dengan menitikberatkan pada sektor 
pendidikan dan kesehatan. Sektor ini diharapkan dapat menciptakan 
sumberdaya manusia yang mampu mengelola potensi yang ada di Kabupaten 
Bungo, Secara umum keberhasilan pembangunan peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bungo, dapat dilihat dari Peningkatan 
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yakni sebesar 69,04. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen 
Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pembangunan di sektor pendidikan dan 
kesehatan, antara lain melalui perwujudan pemerataan akses dan peningkatan 
pelayanan. Terhadap pendidikan berkualitas dapat dilihat dari tingkat Angka 
Partisipasi Murni (APM) tiap jenjang pendidikan. APM untuk jenjang SD 
sederajat sebesar 96,92 persen, APM untuk jenjang SMP sederajat sebesar 
76,95 persen. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bungo pada tahun 2018 
adalah 67 tahun. Hal ini sejalan dengan pembangunan bidang kesehatan yang 
mampu menurunkan tingkat Angka Kematian Ibu melahirkan di Kabupaten 
Bungo, hingga tahun 2018 dapat ditekan sebesar 86 kematian per 100.000 ibu 
melahirkan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bungo juga terus berupaya 
untuk meningkatkan kinerja pelayanan Rumah Sakit 

 

Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo yakni melalui Pengadaan 
Alat-Alat Rumah Sakit dan Pembangunan Gedung Farmasi. Diharapkan, 
melalui pembenahan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan 
kesehatan,mampu mendorong suksesnya pembangunan di Bidang Kesehatan. 

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang 
berbahagia, 

Pembangunan di bidang ekonomi di titikberatkan pada sektor 
perkebunan, perindustrian, perdagangan dan koperasi. Sektor ini diharapkan 
dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan menjadi 
pemicu percepatan peningkatan perekonomian masyarakat. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa komoditas karet dan kelapa sawit 
masih menjadi sub sektor unggulan di Kabupaten Bungo. Meskipun demikian, 
kita menyadari bahwa harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan karet 
sampai dengan tahun 2018 masih mengalami fluktuasi. Hal ini berdampak 
terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Bungo. Oleh karena itu, 
Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan beberapa langkah antisipasi melalui 
penguatan UMKM dan permodalan serta peningkatan keterampilan dan 
kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. 
Adapun peningkatan keterampilan dan kemandirian yang telah dilaksanakan 
seperti pelatihan perbengkelan, pertukangan, ketenagalistrikan, menjahit, 
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komputer, membatik dan lainnya.Pemerintah Kabupaten Bungo melalui 
berbagai program dankegiatan terus berupaya mengentaskan kemiskinan. 

Keberhasilan pengentasan kemiskinan ini dapat dilihat dari persentase 
angka kemiskinan di Kabupaten Bungo yang selalu menurun dari tahun 2016. 
Pada penyediaan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten 
Bungo dapat menjadi lebih baik. 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018 angka 
kemiskinan adalah sebesar 5,78 persen, angka ini menurun dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 5,82 persen. Kondisi ini jauh berada 
di bawah persentase angka kemiskinan Provinsi Jambi sebesar 7,92 persen. 

Pada kesempatan ini, saya juga mengajak kita semua untuk selalu 
bekerja sama dalam membangun Kabuaten Bungo. Kita masih dihadapkan pada 
kendala pembangunan, kita masih dihadapkan pada kendala dan permasalahan, 
khususnya keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, kita 
akan terus berupaya untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan 
sumber-sumber pendapatan daerah kita. Selain itu, kita akan terus berupaya 
mengelola APBD secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan 
kebijakan money follow program. 

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang 
berbahagia, 

Perlu kita pahami bersama, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan 
daerah haruslah dilandasi dengan cara pandang yang sama. Dengan demikian 
akan tercipta sinergitas antar sektor pembangunan sehingga pencapaian akan 
target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-
2021 menuju Bungo Master 2021 dapat terwujud. 

Demikianlah beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan sebagai 
Nota Pengantar Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati 
Bungo Tahun Anggaran 2018.Akhirnya, apabila terdapat kesalahan dan 
kekhilafan dalam penyampaian Nota Pengantar LKPJ ini, saya menyampaikan 
permohonan ma’af yang sebesar-besarnya. 

Sebelum saya mengakhiri laporan ini, perkenankanlah saya 
menyampaikan beberapa pantun seiring sebagai berikut: 

Saung di Leban lah dikeringkan 

Abih ke jurang aek ditumpahkan 

Pertanggungjawaban sudah disampaikan 

Lebih dan kurang mohon tanggapan 
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 Nak duo pantun seiring, 

 Ramai jalan ketiko lah petang 

Tanggo nan di alun tuk jalan pulang 

Kami doakan dengan tangan terlentang 

Mogo bertemu di tahun mendatang 

 

WABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH  

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB. 

Pimpinan Rapat        :  Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati yang telah  menyampaikan Kata 

Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjaban Bupati Bungo Tahun 

Anggaran 2018.  

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat… 

Telah kita dengarkan bersama Nota Pengantar dalam LKPJ Bupati Bungo 

Tahun Anggaran 2018. 

Sehubungan dengan hal itu Saya mengajak melalui Komisi DPRD agar 

melaksanakan Rapat internal komisi atau Rapat Dengar Pendapat, hearing 

dengan OPD, membahas tentang LKPJ sebelum dilaksanakannya paripurna 

berikutnya, dan kepada seluruh Fraksi DPRD, setelah selesai rapat paripurna 

nanti agar melakukan rapat internal fraksi, didampingi para Tenaga Ahli Fraksi 

masing-masing guna membahas hal-hal pokok yang akan dirumuskan sebagai 

bahan rekomendasi terhadap LKPJ. Saya tegaskan lagi, agar seluruh Fraksi 

DPRD melaksanakan rapat internal setelah selesai Rapat Paripurna hari ini dan 

hasilnya segera disampaikan kepada Pimpinan DPRD. 

 Demikian beberapa hal penting yang dapat Saya sampaikan, untuk acara 

selanjutnya dikembalikan kepada pembawa acara. 

                          -------Penyerahan LKPJ dari Bupati kepada DPRD------- 

Sdr. Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang 

terhormat… 

Demikian Acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, Akhirnya 

dengan mengucapkan “Ahamdulillah hirobbil’alamin Rapat Paripurna DPRD 
hari ini secara resmi Saya Skor, semoga Allah SWT meridhoi semua niat dan 

usaha baik bersama.  

------------------Ketukan Palu 1x----------------- 
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Ada rengginang hidangan tambahan  

kue wajik melengkapi santapan 

yang masih kurang tolong di sempurnakan 

program yang baik semoga dilanjutkan. 

 

Nak duo pantun seiring 

Membangun Bungo tiada henti 

pada mu bungo kami berbakti  

berjuang menjadi sepenuh hati  

sampai akhir masa jabatan nanti 

Sekian dan terima kasih 

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH 

WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.     

Pembawa Acara : Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada 
hari ini terimakasih 

 

Wabillahi taufik walhidayah,  
Wassalamualaikum Wr Wb.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        Muara Bungo 29 Maret 2019 

DPRD KABUPATEN BUNGO 

 Ketua, 

 

Ria Mayangsari, SH, MH 
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